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VISI DAN MISI 

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA 

Visi  

          Menjadi Fakultas Hukum yang bermutu, Mandiri dan inovatif di Kawasan 

Asia pada tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat di bidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi di era Globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai 

Kristiani dan Pancasila. 

 

Misi 

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan 

mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum 

melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner dan transnasional sesuai dengan 

tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global. 

2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa 

menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang 

demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama. 

3. Mengembangkan pengetahuan hukum yang berwawasan nasional dan 

internasional. 

4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam 

ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya. 

5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi 

dalam bidang hukum. 

6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan 

kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia. 

7. Membina hubungan kerja sama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan 

hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, 

lembagalembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu 

hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya. 

 

Nilai-Nilai Universitas Kristen Indonesia 

1. Rendah Hati (Humility) | Filipi 2:3b 

2. Berbagi dan Peduli (Sharing and Caring) | Ibrani 10:24 

3. Profesional (Professional) | Matius 25:21 

4. Disiplin (Discipline) | Efesus 5:16 

5. Bertanggung Jawab0 (Responsibility) | Matius 25:23 

6. Berintegritas (Integrity) | Amsal 19:1 
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PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI 
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PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI 
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HALAMAN PENGESAHAN  
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PERNYATAAN DAB PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI 
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Malpraktik medis yang dilakukan oleh tenaga medis menjadi perhatian khusus. 

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 masih sangat awam di telinga masyarakat. 

Kepastian hukum dan perlindungan hukum perlu ditegakkan. Rumusan masalahnya 

adalah bagaimana pengaturan mengenai penyelenggaraan praktik tenaga medis 

pasca berlakunya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan 

bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan dan pertanggungjawaban 

terhadap pasien yang kepentingannya dirugikan atas tindakan tenaga medis dalam 

memberikan pelayanan kesehatan menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 

Tentang Kesehatan. 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan jenis data dalam 

penelitian ini adalah data sekunder dengan bahan hukum Primer, Sekunder, dan 

Tersier.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelenggaraan praktik medis harus 

berlandaskan pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan 

berlandaskan pada standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur 

oprasional. Dalam penyelenggaraan praktik medis jika terdapat pelanggaran yang 

dilakukan oleh tenaga medis maka dapat diselesaikan diluar pengadilan (non-

litigasi) dan juga melalui proses pengadilan (litigasi). Penyelesaian melalui jalur 

pengadilan, dapat di ajukan ke peradilan perdata dan pidana, atau bisa juga melalui 

Majelis Disiplin Profesi (MDP). Dalam hal terbuktinya pelanggaran hukum yang 

dilakukan tenaga medis makan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
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G. Summary of Content : 

Medical malpractice committed by medical personnel has become a subject of 

particular concern, especially as Law Number 17 of 2023 remains relatively 

unfamiliar to the general public. Consequently, legal certainty and legal protection 

must be strictly upheld. The research problems addressed in this study are: first, 

how the regulation of medical practice is organized following the enactment of Law 

Number 17 of 2023 concerning Health; and second, the mechanisms for dispute 

resolution and liability regarding patients whose interests are harmed by the 

actions of medical personnel in providing health services under said Law. 

This research employs a normative juridical method. The data utilized are 

secondary data, comprising primary, secondary, and tertiary legal materials. 

The results of the study indicate that the conduct of medical practice must be 

fundamentally based on Law Number 17 of 2023 concerning Health, as well as 

adherence to professional standards, service standards, and standard operating 

procedures (SOP). In the event of violations committed by medical personnel 

during medical practice, disputes can be resolved through out-of-court (non-

litigation) mechanisms or through court proceedings (litigation). Legal actions 

through the court system may be filed in civil or criminal courts, or processed 

through the Professional Discipline Council (Majelis Disiplin Profesi - MDP). 

Should a legal violation be proven, medical personnel shall be subject to sanctions 

in accordance with the prevailing laws and regulations. 
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